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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak belum 

melakukan  suatu pelayanan yang optimal bagi masyarakat karena masih 

memiliki banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan terhadap 

korban terutama korban perempuan dari tindak  kekerasan di kabupaten 

gorontalo. 

2. Faktor yang menghambat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 

perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan yakni faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yakni dari sisi anggaran yang masih belum 

memadai dan pegawai yang masih sedikit dalam menangangi kasus dan 

keluhan masyarakat serta faktor eksternal dari sisi saksi yang kurang, 

faktor keluarga yang malu, hasil visum yang lama, belum tersedianya 

rumah aman, faktor ekonomi dan letak geografis dari korban kekerasan 

sangat berpengaruh dalam proses pelayanan yang diberikan oleh pusat 

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten 

Gorontalo. 

B. SARAN 

1. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten 

Gorontalo harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan kepada korban kekerasan khususnya perempuan sebagai korban 
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kekerasan agar dikemudian hari angka kekerasan di Kabupaten Gorontalo 

bisa menurun secara drastis.  

2. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pusat 

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Diantaranya harus 

membuat rumah aman yang dikhususkan bagi korban kekerasan dan 

menyediakan seorang psikolog di dalam guna membantu mengurangi 

tekanan jiwa maupun mengurasi trauma yang dialami oleh korban 

kekerasan tersebut. Sebisanya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 

perempuan dan anak harus lebih aktif membantu masyarakat yang 

kekurangan biaya maupun tidak memiki alat transportasi sehingga laporan 

mereka bisa tertampung. 
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